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MA Tolak Uji Materiil Perpres Lumpur Lapindo

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diajukan oleh para korban lumpur Lapindo.
Kuasa hukum korban, Zainal Abidin, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), di Jakarta, Selasa, mengatakan salinan putusan uji materiil itu baru ia terima pada pekan ini.
Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang diketuai Bagir Manan dan beranggotakan Paulus Effendy Lotulung serta Ahmad Sukardja pada 14 Desember 2007 itu menyatakan tidak terbukti ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan Perpres tentang BPLS.
Karena tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Perpres tersebut, maka majelis hakim menilai dalil yang diajukan oleh para korban semburan lumpur dalam permohonan uji materiil mereka tidak beralasan.
Para korban semburan lumpur Lapindo pada Agustus 2007 mengajukan uji materiil Perpres No 14 Tahun 2007 ke MA.
Mereka menilai mekanisme ganti rugi yang diatur dalam pasal 15 Perpres tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar setidaknya dua Undang-Undang, yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
Pasal 15 Perpres itu mengatur bahwa PT Lapindo Brantas harus membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur, sesuai dengan peta area dampak tertanggal 22 Maret 2007.
Selain itu, para korban juga tidak setuju dengan mekanisme pembayaran tidak tunai yang diatur dalam Perpres tersebut.
Perpres itu mengatur bahwa pembayaran melalui mekanisme jual beli kepada korban semburan lumpur dilakukan secara bertahap, yaitu 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis.
Para korban menilai kebijakan ganti rugi yang diatur dalam Perpres itu merugikan mereka karena tidak seperti mekanisme ganti rugi yang wajar.
Kebijakan itu, oleh para korban, dinilai hanya menguntungkan Lapindo karena proses ganti rugi dialihkan menjadi proses perdata.
Dengan putusan MA itu, maka Perpres tentang BPLS dinyatakan tetap sah tanpa cacat hukum.
Sedangkan Komnas HAM telah merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang Perpres No 14 Tahun 2007 tentang BPLS karena dinilai belum memenuhi kepentingan para korban semburan lumpur.(*)
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15815&cl=Berita

Menkeu : Tak Ada Dana Untuk Lapindo
[29/11/06]

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada dana talangan untuk kasus Lapindo. Sikap pemerintah ini diperkuat dalam APBN-P-2006 dan APBN 2007 yang tidak menargetkan adanya anggaran tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam APBN-P 2006, tidak ada PP yang memerintahkan untuk menalangi akibat semburan lumpur panas Lapindo. Demikian pula untuk APBN 2007 yang sudah disetujui DPR bersama Pemerintah. Namun, jika negara menghadapi situasi bencana alam, Pemerintah selalu menggunakan mekanisme Bakornas dan Menko Kesra yang memegang anggaran penanganan bencana di sana. 
 
“Kualifikasi penggunaannya juga ada di sana. Jadi apakah pemerintah daerah melakukan penyelidikan apakah eligible atau tidak, itu sudah ada di Menko Kesra dan Bakornas. Nanti diserahkan pada kami dan ke Panitia Anggaran sehingga setiap rupiah untuk bencana bisa dipertanggungjawabkan. Untuk 2006-2007, tidak ada anggaran untuk itu,” papar Menkeu saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/11). 
 
Meskipun demikian, Menkeu berjanji akan melihat prosedural seperti apa yang bisa dilakukan Pemerintah.
 
Pendapat senada disampaikan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta yang menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menggunakan APBN untuk menalangi ganti rugi korban lumpur panas Lapindo. Paskah menilai PT Lapindo Brantas Inc.-lah yang harus bertanggung jawab atas bencana tersebut.
 
Sebelumnya, dalam rapat paripurna Selasa (28/11), anggota DPR dari F-PDIP Ario Bimo meminta Pemerintah menalangi dulu ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur panas tersebut. Selanjutnya, Ario menyatakan bahwa Pemerintah dapat meminta klaim ke Lapindo.
 
Bapepam Tunggu Perkembangan
Ditemui di tempat terpisah, Kepala Bapepam Fuad Rahmany menyatakan bahwa Freehold Group Limited telah melakukan transaksi dengan PT Energi Mega Persada Tbk. Namun, dalam perkembangannya mereka mengubah keputusannya. 
 
“Saya rasa mereka melakukan hal yang benar begitu. Iya, kita menerima, kan sesuai dengan harapan kita. Paling tidak, mereka sudah melakukan apa yang kita harapkan,” kata Fuad.
 
Fuad menyatakan bahwa Bapepam masih melihat perkembangan selanjutnya. Menurutnya, Bapepam belum memiliki rencana apa-apa, karena menunggu respon dari BEJ yang memiliki aturan mengenai hal ini.
 
Sebelumnya, PT Energi Mega Persada Tbk. (perusahaan Grup Bakrie) batal menjual PT Lapindo Brantas Inc pada Freehold Group Limited. Pembatalan yang diajukan Freehold ini disebabkan munculnya kontroversi atas transaksi tersebut. Dengan pembatalan ini, maka perseroan akan menandatangani surat pengakhiran perjanjian jual-beli (sale and purchase agreement).
 
Namun, Direktur Utama PT EMP Christopher B Newton memastikan pembatalan penjualan ini tidak akan menghentikan penanganan semburan lumpur panas pada masyarakat Porong, Sidoarjo. 
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16083&cl=Berita

Pemerintah dan Lapindo Brantas Digugat
[22/1/07]

Tragedi lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo berujung di pengadilan. Pemerintah dinilai tak serius menangani korban tragedi tersebut. 
Gugatan Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Panas Sidoarjo terhadap 7 pihak yang dianggap lalai dalam menangani tragedi meluapnya lumpur Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/01). Ketujuh pihak yang digugat tersebut adalah Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BP Migas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, serta Lapindo Brantas Inc. (Lapindo) sebagai turut tergugat.
 
Dalam berkas gugatannya, Tim Advokasi yang dimotori YLBHI memaparkan akibat berlarut-larutnya penangangan luapan lumpur panas di Sidoarjo, 12 nyawa telah terenggut, 1 orang hilang, dan belasan lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan pipa gas Pertamina pada 22 November 2006.
 
Diakui Tim Advokasi, pemerintah sejatinya tidak benar-benar berpangku tangan dalam persoalan ini. Buktinya, pada 8 September 2006, melalui Keppres No. 13 Tahun 2006, Presiden membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Selain itu, pada 27 September 2006 Presiden juga mengambil kebijakan lanjutan dalam rapat kabinet. Hanya, menurut Tim Advokasi, kebijakan tersebut sangat telat dan tidak efektif karena semburan lumpur panas telah berlangsung lebih dari tiga bulan dan terlanjur memakan banyak korban.
 
Karena itu, dengan merujuk pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 Ayat (3) KUHPerdata, Tim Advokasi menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menangani dampak semburan lumpur panas di Sidoarjo. Tim Advokasi juga menuding para tergugat telah melakukan pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Padahal, selain dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak Ekosob juga dilindungi oleh UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
 
Mengenai kesalahan yang dilakukan Lapindo Brantas Inc., Tim Advokasi menyatakan, hal itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh penggugat. Sebab, berdasarkan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kesalahan tersebut termasuk dalam kategori strict liability dimana tanggung jawab mutlak ada di tangan Lapindo.
 
Atas dasar itu, Tim Advokasi menuntut agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan Lapindo Brantas Inc untuk memulihkan hak-hak masyarakat korban lumpur panas. Dan, Tim Advokasi juga menuntut agar Lapindo Brantas Inc segera menghentikan semburan lumpur panas di Sidoarjo.
 
Di samping itu, Tim Advokasi juga menuntut pemerintah dan Lapindo Brantas Inc untuk meminta maaf secara tertulis kepada para korban lumpur panas Lapindo Sidoarjo yang diumumkan melalui media massa nasional, baik cetak maupun elektronik, selama tiga hari berturut-turut.
 
Tak Serius
Dalam sidang perdana yang dipimpin hakim Moefri di PN Jakarta Pusat kemarin, hanya kuasa hukum Gubernur Jawa Timur dan Lapindo yang hadir. Karena ketidakhadiran kuasa hukum dari 5 tergugat yang lain, majelis menunda sidang hingga 2 pekan mendatang (05/02).
 
Usai sidang, Taufik Basari, advokat publik dari YLBHI, menggerutu. Dia menuding pemerintah tak serius menangani tragedi Sidoarjo. “Ketidakseriusan itu salah satunya dibuktikan dengan tidak hadirnya mereka dalam persidangan. Padahal waktu pendaftaran gugatan hingga dimulainya sidang perdana ini sudah cukup lama,” keluh Taufik.
 
Ketika ditanya hukumonline mengapa menggunakan gugatan organization legal standing dan tidak menggunakan gugatan class action, Taufik menjelaskan, gugatan class action sulit ditempuh lantaran sampai saat ini semburan lumpur panas di Sidoarjo masih berlangsung sehingga jumlah korban terus bertambah. “Padahal dalam class action kan harus jelas siapa saja yang diwakili,” tandas Taufik. 
 

Kuasa hukum Lapindo Brantas Inc Fauzi Jurnalis tak setuju disebut telah bersalah dalam tragedi meluapnya lumpur panas di Sidoarjo. Menurutnya, tragedi itu merupakan bencana alam. “Lapindo sudah melakukan upaya penanganan secara serius, bahkan menghabiskan dana hampir Rp 1 Triliun. Hal itu sudah dibuktikan berbagai riset,” tegas Fauzi.
 
Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Jatim Supriyanto tidak mau berkomentar banyak soal gugatan ini. “Nanti saja kami sampaikan dalam jawaban,” ujarnya. Meski begitu, dalam persidangan, Supriyanto sempat bertanya kepada penggugat apakah akan merubah materi gugatan atau tidak. 
 

Sekedar informasi, tak lama lagi, Tim Adokasi yang dimotori Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) juga akan mendaftarkan gugatan PMH ke PN Jakarta Selatan yang didasarkan atas kerusakan lingkungan di area meluapnya lumpur panas Sidoarjo yang diakibatkan oleh beroperasinya Lapindo.
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16205&cl=Berita

Lapindo dan Pemerintah Digugat Lagi
[13/2/07]

Kali giliran Walhi yang melayangkan gugatan. Berbeda dengan gugatan sebelumnya, fokus gugatan kali ini adalah pencemaran lingkungan. Strict liability didalilkan kembali.
Ada pemandangan berbeda terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin (12/1). Tiga puluhan orang berkerumun, sementara beberapa pemuda bertelanjang dada berlumur lumpur di sekujur tubuhnya. Jangan salah, mereka bukanlah korban banjir yang sedang mengungsi. Melainkan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang sedang melangsungkan aksi sementara koleganya sedang mendaftarkan gugatan sehubungan lumpur panas di Sidoardjo. 
 
Gugatan beregister 284/Pdt.G/2007/PN Jaksel itu, menyeret 12 pihak sebagai tergugat. Enam tergugat pertama adalah pihak swasta PT Lapindo Brantas Inc (Lapindo), PT Energi Mega Persada Tbk, Kalila Energy Ltd, Pan Asia Entreprise, PT Medco Energy Tbk dan Santos Australia Ltd. 
 
Sementara 6 tergugat berikutnya adalah pihak pemerintah, berturut-turut Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi Sumber Daya Manusia, BP Migas, Meneg Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati Kabupaten Sidoarjo.
 
Dalam gugatan Walhi menuntut pengadilan untuk segera memerintahkan Menteri ESDM memanggil seluruh tergugat untuk segera mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk menghentikan semburan lumpur dan tidak mengalihkan dan menjaminkan aset-asetnya.
 
Sedangkan  dalam pokok perkara, Walhi menuntut agar seluruh tergugat dengan segala usaha dan kemampuan fisik maupun finansial, menghentikan semburan lumpur, memperbaiki sarana dan prasarana fisik, sosial dan kemasyarakatan serta menanggulangi kerusakan lingkungan hidup sebagaimana awalnya sebelum terjadi semburan lumpur. 
 
”Walhi juga menuntut agar pengadilan memerintahkan seluruh tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada masyarakat korban dan seluruh masyarakat Indonesia,” imbuh Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional Walhi.
 
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Lapindo Aji Wijaya menyatakan kliennya siap menempuh setiap proses hukum. ”Mungkin mereka (Walhi, YLBHI dan Koalisi, red) melihat adanya kesalahan dalam konstruksi gugatan yang terdahulu di PN Jakarta Pusat. Sehingga mereka mengajukan gugatan lagi dengan mendudukan Lapindo sebagai tergugatnya.” turut Aji.
 
Chairil Syah, kuasa hukum Walhi membantahnya. Menurut dia, gugatan ini berbeda dengan gugatan Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Panas Sidoarjo yang dimotori oleh YLBHI di PN Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Menurut Chairil gugatan sebelumnya itu lebih mengedapankan perbuatan melawan hukum oleh Lapindo karena lalai dalam menangani dampak semburan lumpur yang mengakibatkan terlanggarnya hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) masyarakat korban.
 
Sementara pada gugatan Walhi di PN Jakarta Selatan, lebih dikedepankan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar, menurut Chairil, antara lain, UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, PP No 27 Tahun 1999 tentang Amdal, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2001 tentang Jenis-jenis Usaha Wajib Amdal.
 
Strict Liability
Chalid menegaskan “ Walhi meminta kepada pengadilan untuk menggunakan instrumen strict liability. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas tidak perlu dibuktikan (oleh penggugat, red) selama memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam kaidah lingkungan hukum Indonesia,” ujar Chalid.
 
Strict liability alias tanggung jawab mutlak memang diatur dalam Pasal 35 UU Lingkungan Hidup. Disebutkan perusahaan yang menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya. 
 
Menurut Chalid berdasarkan Pasal 38 UU Lingkungan Hidup Walhi memiliki kewenangan alias legal standing sebagai organisasi lingkungan hidup demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan  hidup. ”Karena tidak mungkin lingkungan dapat bertindak sebagai manusia yang dapat mengajukan gugatan,” tegasnya.
 
Aji membenarkan adanya asas tanggung jawab mutlak itu. ”Memang benar. Tapi jangan dilupakan, kalau dalam hukum nasional kita juga dikenal asas kausalitas (hubungan sebab akibat, red),” tangkis Aji. Sampai saat ini, tambah Aji, pendapat ahli masih terbelah mengenai hubungan sebab akibat antara tindakan eksploitasi Lapindo dengan semburan lumpur panas. ”Ada yang menyatakan Lapindo sebagai trigger. Ada yang menyatakan ini adalah murni bencana. Karenanya kita harus tunggu putusan pengadilan.” Aji membantah tudingan Chairil bahwa”Ini bukan bencana alam. Ini adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia, dalam hal ini Lapindo.”.
 
”Kalau dasar yang mereka gunakan adalah hukum lingkungan, secara faktual dapat kita lihat bahwa Lapindo langsung memberikan ganti rugi kepada masyarakat, dan perjanjian ganti rugi dengan pemilik lahan,” ungkap Aji.
 
Seharusnya, lanjut Aji jika berdasarkan hukum lingkungan, masalah selesai karena yang penting dalam hukum lingkungan adalah pemulihan dan pembayaran ganti rugi. ”Jadi saya tidak tahu lagi apa yang diinginkan Walhi,” keluh Aji.
 
Sebaliknya Aji justru salut kepada Lapindo yang tidak begitu saja melepaskan tanggung jawabnya. “Sejak semburan terjadi, Lapindo sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi semburan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat,” ujarnya. Ditambahkannya, pada Desember 2006 lalu para pemegang saham Lapindo menegaskan siap menanggung segala kerugian yang terjadi hingga Rp. 4,2 triliun. “Mereka siap menanggung biaya itu, tanpa terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang memerintahkannya,”.
 
Di sisi lain, Aji menyesalkan pemerintah yang terkesan melepaskan seluruh tanggung jawabnya kepada Lapindo. “Padahal jika ditilik dalam asas hukum yang berlaku di negara manapun, termasuk UU Migas kita, seharusnya pemerintah melalui inspektur tambang terlebih dahulu yang berusaha untuk menangani kejadian seperti ini. Baru kemudian menagihnya kepada perusahaan swasta yang bertanggung jawab,” tandas Aji.
 
Pasal 35 Ayat (1) selain diatur mengenai tanggung jawab mutlak perusahaan maupun penanggung jawabnya, disinggung juga mengenai kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan. 
 
Kerusakan lingkungan kian meluas
Chalid Muhammad menegaskan, gugatan diajukan lantaran penyelesaian lumpur panas Lapindo tidak pernah menyentuh kepentingan lingkungan dan tidak menunjuk pihak yang mesti bertanggung jawab. Sampai 9 bulan lumpur menyembur, papar Chalid, telah timbul kerusakan lingkungan yang amat dahsyat. ”Rusaknya fungsi ekologis di kawasan yang terkena dampak semburan lumpur karena jumlah lumpur yang begitu banyak telah merubah bentang alam, fungsi sungai bahkan fungsi ekosistem setempat,” ujar Chalid.
 
Selain itu, terbenamnya beberapa desa di kecamatan/kelurahan Porong, Jabon dan Tanggul Angin oleh lumpur telah mengakibatkan sebanyak lebih dari 8.200 jiwa warga harus dievakuasi dari rumahnya masing-masing. Semburan lumpur yang kian meluas sampat saat ini telah memporakporandakan lahan perkebunan tebu seluas 25,61 Ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedung Cangkring serta lahan pertanian seluas 172,39 Ha di Siring, Renokenongo dan beberapa desa lainnya.
 
Lumpur Lapindo tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitar lokasi semburan. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur mulai sekolah, perkantoran, pabrik, tempat ibadah, jaringan listrik, telepon, gas, air bersih, jalan tol hingga rel kereta api yang menghubungkan Jakarta, Sidoarjo, Malang dan Surabaya rusak dan terhambat akibat terjangan lumpur panas.
 
“Perusakan lingkungan hidup ini dipastikan akan terus berlangsung, membesar dan meluas, karena hingga saat ini semburan (lumpur panas) belum bisa dihentikan,” sergah Chalid. 
 
Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics, beberapa waktu lalu bahkan menyitir pendapat ahli geologi asal Jepang kemungkinan semburan Lapindo baru bisa berhenti dengan sendirinya dalam 50 tahun ke depan. ”Sehingga total potensi kerugian diperkirakan mencapai 756 trilyun rupiah,” ucap Elfian Effendi saat itu. 
(CRI)
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16551&cl=Berita

Permasalahan Dibalik Pembentukan BPLS
Tragedi Lumpur Lapindo 
[19/4/07]

YLBHI menilai Pemerintah terkesan dibodoh-bodohi dan diarahkan oleh Lapindo yang nyata-nyata telah menyengsarakan warga korban dan masyarakat luas.
Bulan depan, warga Sidoarjo khususnya warga Porong akan ‘memperingati’ satu tahun tragedi luapan lumpur panas Lapindo yang pertama kali menghinggapi mereka pada sekitar 29 Mei 2006. Pastinya, tidak akan ada perayaan apapun di kota yang terkenal dengan makanan olahan hasil laut itu karena selain memang semestinya dirayakan, saat ini kondisi mereka juga tidak menentu. Penderitaan yang mereka rasakan akibat luapan lumpur belum juga terobati karena hak-hak mereka sebagai korban pun masih tidak jelas.
 
Pemerintah telah mencoba sejumlah kebijakan dalam rangka menanggulangi tragedi ini. Salah satunya adalah dengan membentuk tim khusus, bernama Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Tim yang dibentuk tanggal 8 September 2006 ini hanya berumur enam bulan sesuai apa yang diamanatkan perangkat hukum yang membentuknya, Keppres No. 13 Tahun 2006. Sejak 8 April 2007, Timnas resmi digantikan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
 
Secara struktural BPLS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah diisi oleh pejabat tinggi Pemerintahan mulai dari Menteri, Kepala BPN, Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan juga Bupati. Sementara, Badan Pelaksana terdiri dari enam orang diantaranya Sunarso (Kepala), Hardi Prasetyo (Wakil Kepala), Adi Sarwoko (Sekretaris), Mochamad Soffian Hadi Djojopranoto (Deputi Bidang Operasi), Sutjahjono Soejitno (Deputi Bidang Sosial), dan Karyadi (Deputi Bidang Infrastruktur).  
 
“BPLS tidak ada bedanya dengan Timnas, karena ini sama saja perpanjangan masa kerja dengan baju yang berbeda,” kata Suparto Wijoyo, ahli hukum lingkungan dari Universitas Airlangga, mengomentari pembentukan BPLS. 
 
Suparto mempertanyakan langkah Pemerintah yang memutuskan untuk membentuk BPLS sebagai badan baru yang menangani tragedi ini. Sementara itu badan lama yakni Timnas belum dievaluasi kinerjanya. Terlebih lagi, merujuk pada Keppres No. 14 Tahun 2007, kewenangan yang diberikan kepada BPLS tidak lebih baik dibandingkan Timnas yang menurut penilaian Suparto gagal menjalankan tugas.
 
Idealnya, menurut Suparto, BPLS diposisikan sebagai badan otorita seperti halnya badan otorita lainnya yang diberikan kewenangan penuh, mulai dari membuat regulasi sampai menegakkan regulasi tersebut. Regulasi yang dimaksud meliputi langkah-langkah penanggulangan, mekanisme pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas –sebagai pihak yang diduga kuat bertanggung jawab atas tragedi ini—dan  pembayaran kompensasi.  
 
Namun yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan. BPLS dibentuk dengan disertai berbagai ketentuan-ketentuan yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Soal mekanisme pembayaran tanah dan bangunan warga yang terkena dampak Lumpur. Misalnya, telah diatur secara detil dalam Perpres No. 14 Tahun 2007.
 
	Pasal 15
(1)  Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
(2)  Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.


 
“Kalau begini adanya, BPLS hanya implementasi karena semuanya sudah terlanjur diatur dalam Perpres,” sambungnya. Menurut Suparto, ketiadaan wewenang regulasi pada BPLS dapat diartikan badan ini tidak independen.
 
Sementara itu, YLBHI dalam siaran persnya tertanggal 16 April 2007 menyatakan keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2007 adalah cerminan ketidakberdayaan Pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Bahkan dengan adanya ketentuan Pasal 15, Pemerintah terkesan dibodoh-bodohi dan diarahkan oleh Lapindo yang pada akhirnya merugikan para warga korban dan masyarakat luas.
 
Lebih lanjut, YLBHI menilai Pemerintah melalui Perpres tersebut telah mengalihkan kewajiban memberikan ganti rugi menjadi masalah keperdataan berupa jual beli tanah antara Lapindo dengan Korban. Padahal, menurut YLBHI, yang seharusnya terjadi adalah Lapindo berkewajiban memberikan kompensasi berupa penggantian harga tanah, bangunan, dan harta benda lainnya yang telah hilang serta penggantian sumber kehidupan yang musnah akibat semburan lupur tersebut. 
 
YLBHI juga mempertanyakan langkah Pemerintah menetapkan mekanisme pembayaran ganti rugi dengan cara pembayaran uang muka sebesar 20%. Kebijakan ini dianggap tidak masuk akal dan tidak pro kepentingan korban karena dikhawatirkan justru akan memperpanjang episode penderitaan para korban. Secara logika, uang muka 20% dipandang tidak akan cukup untuk mengembalikan kehidupan para korban ke tahap yang layak seperti semula.
 
Untuk itu, YLBHI mendesak Pemerintah untuk dapat bertindak tegas kepada Lapindo sehingga kepentingan para korban terlindungi. Pemerintah juga didesak untuk segera merevisi Perpres No. 14 Tahun 2007 khususnya Pasal 15 yang mengatur tentang mekanisme pembayaran ganti rugi. “Mereka (pemerintah, red.) masih ada waktu untuk merevisinya,” ucap Suparto terkait usulan revisi tersebut.
(Rzk)
Lapindo Enggan Buka Dokumen yang Diminta Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo
[19/6/07]

Dalam hukum perdata berlaku prinsip siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.
Lapindo Brantas menolak permintaan penggugat untuk membuka dokumen hasil kajian Medco Energy terkait dugaan kecerobohan fatal dalam pengeboran, termasuk daily report drilling. Permintaan dokumen itu sebelumnya diajukan oleh Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo dengan maksud membuktikan adanya kesalahan dalam proses pengeboran. 
 
Kuasa hukum Lapindo Brantas Ahmad Muthosim menolak memenuhi permintaan Tim Advokasi penggugat tersebut.   “Itu logika hukum yang terbalik. Sebab, dalam hukum acara perdata ada satu pasal yang menerangkan siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan,” ujarnya.
 
Muthosim menambahkan bahwa jika penggugat menilai ada kesalahan atau kelalaian dalam pengeboran, maka penggugat pula yang harus membuktikan, bukan sebaliknya. “ Selaku turut tergugat, kami tidak akan menunjukan bukti itu, dan kami juga akan mengajukan bukti yang menyatakan bahwa  pengeboran itu sudah sesuai,” jelas Muthosim. 
 
Kedua pihak bersikukuh. Penggugat meminta dokumen dimaksud dibuka, sementara Lapindo ogah. Sekarang keputusannya tergantung hakim. Bagaimana kalau hakim memutuskan harus dibuka? Lapindo tampaknya tak akan begitu saja merelakan. Menurut Muthosim, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu permintaan membuka dokuman apakah sesuai hukum acara atau tidak.  “Kami lihat nanti, sebab itu menyalahi hukum acara perdata,” tambahnya.  
 
Sidang lanjutan perkar perkara gugatan terhadap Pemerintah dan Lapindo di PN Jakarta Pusat berlangsung Senin (18/6) kemarin. Memasuki tahap pembuktian, pihak penggugat menyerahkan sejumlah bukti tertulis, antara lain presentasi dan pendapat para ahli, laporan penelitian, serta sejumlah pemberitaan media massa terkait dengan semburan lumpur panas tersebut. 
 
Salah satu laporan penelitian yang menjadi rujukan adalah laporan yang dibuat Richard J. Davies dari University of Durham, Inggris, pada Februari 2007. Dalam laporan berjudul “Birth of a Mud Volcano: East Java, 29 Mei 2006,” Davies mengungkapkan bahwa pengeboran merupakan pemicu awal semburan lumpur Sidoarjo. 
 
Penggugat juga merujuk pada pengakuan yang dibuat Santos Limited, salah satu pemilik modal di Blok Brantas, yang termuat dalam dokumen berjudul “Banjar Panji 1 Incident Briefing Document” pada 8 Desember 2006. Dalam dokumen tersebut, Santos mengakui bahwa PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran hingga kedalaman 9.297 kaki, sementara pemasangan casing hanya dilakukan hingga kedalaman 3.850 kaki. 
 
Lebih lanjut, Santos juga mengakui bahwa Medco, pemegang saham lainnya di Blok Brantas juga telah menegaskan bahwa kecerobohan fatal dalam pengeboran terjadi ketika operator pengeboran, yakni PT Lapindo Brantas tidak memasang casing 9 5/8” pada kedalaman 8.500 kaki.  Untuk menyanggah argumentasi para tergugat yang menyatakan semburan  lumpur Sidoarjo terjadi akibat fenomena alam, penggugat juga merujuk pendapat para ahli yang dimuat jurnal ilmiah Nature International Weekly Journal of Science. Dalam artikel berjudul “Muddy Waters How did a Mud Volcano Come to Destroy an Indonesian  edisi Februari 2007, para ahli menegaskan bahwa penyebab utama semburan lumpur adalah insiden pengeboran di areal pengeboran PT Lapindo Brantas, dan bukan karena gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada Mei 2006 silam. 
 
Dampak yang ditimbulkan dari semburan lumpur tersebut juga telah diberitahukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2006. Pemberitahuan tersebut terungkap laporan PBB berjudul “Environmental Asessment: Hot Mud Flow East Java, Indonesia, 2006,” yang juga diajukan sebagai bukti tertulis oleh penggugat. Dalam laporannya, PBB telah menegaskan bahwa semburan lumpur Sidoarjo berbahaya bagi lingkungan hidup dan ekosistem. 
(CRN)
Menunggu Keberanian Hakim Memerintahkan Penyingkapan Dokumen 
[26/6/07]

Dalam perkara perdata, sebenarnya Hakim bisa memerintahkan para pihak untuk membuka dokumen-dokumen terkait perkara. Logikanya, penafsiran a contrario, selama tidak dilarang berarti dapat dilakukan.
Meski telah dikenal cukup lama di negara Common Law, Discovery (Amerika Serikat) atau Disclosure (Inggris), yakni perintah hakim untuk menyingkap dokumen pihak lawan kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Di negeri ini belum pernah ada kejadian hakim memaksa pihak yang berperkara untuk menyingkap dokumen. Setidaknya, begitulah pandangan Pengajar hukum acara perdata, dan Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Indonesia, Yoni A Setyono. 
 
Bisa jadi dalam sejarah peradilan Indonesia sudah pernah ada, tetapi tidak terlacak. Salah satu kasus teranyar adalah permintaan korban lumpur Siadoarjo kepada hakim PN Jakarta Pusat, yakni permintaan Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo kepada Pemerintah dan PT Lapindo (tergugat dan turut tergugat) agar mau membuka dokumen hasil kajian penyebab lumpur.  Lapindo diminta  membuka semua dokumen terkait pengeboran sumur yang berakhir muncratnya lumpur Sidoarjo. Majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkan permintaan Tim Advokasi Korban Lumpur Sidoarjo itu. 
 
Menurut Taufik Basari, anggota Tim Advokasi, dokumen-dokumen tersebut penting untuk dibuka di depan persidangan agar jelas penyebab semburan lumpur panas yang hingga kini belum teratasi. Data di dalam dokumen antara lain berisi laporan harian pengeboran, dan surat dari Medco (salah satu pemegang saham blok Brantas bersama Santos) yang mempertanyakan ketiadaan casing serta surat mengenai dugaan adanya kecerobohan.
 
Dalam sidang perkara ini Senin (18/06) pekan lalu, kuasa hukum Lapindo Ahmad Muthosim menolak permintaan Tim Advokasi. Ia enggan membuka dokumen-dokumen yang dimiliki kliennya dibuka karena hal itu dinilainya melanggar hukum acara. Kalaupun pembukaan dokumen dilakukan atas perintah hakim, Lapindo masih akan mempertimbangkan apakah memenuhi perintah tersebut atau tidak. Kini, para pihak menunggu keputusan hakim. 
 
Sistem Common Law dan Belanda
Dalam perkara perdata di negara pengguna sistem common law, termasuk di Singapura dan Malaysia, praktek ini lazim terjadi. Para pihak dapat saling meminta secara timbal balik pembukaan surat-surat keterangan lawannya maupun mendatangkan saksi sebelum dan saat persidangan. Bila salah satu pihak menolak, hakim dapat memaksa para pihak untuk membuka dokumen yang terkait perkara dengan dikecualikannya jenis dokumen tertentu. 
Tujuan penyingkapan dokumen bermacam-macam, antara lain mengamankan saksi dan bukti, serta menghindari kejutan dipersidangan. Selain itu, cukup sering terdapat kondisi dimana terdapat dokumen yang signifikan dalam pembuktian perkara yang enggan disingkap salah satu pihak. Penyingkapan sebelum persidangan juga dapat membuat para pihak mengetahui posisi masing-masing, sehingga mendorong perdamaian antara keduanya. 
Di Amerika, pada prinsipnya segala sesuatu yang relevan dan bukan merupakan dikecualikan (priviliged) dapat disingkap. Penyingkapan ini biasanya dilakukan sebelum persidangan, dengan hanya sedikit campur tangan hakim. Sanksi yang diberikan oleh hakim bagi pihak yang tak membuka informasi pun beragam, antara lain: denda, mencegah bukti lawan untuk diajukan, bahkan menolak sebagian atau seluruh dalil pihak penolak. Demikian diatur dalam Bab V Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) atau Hukum Acara Perdata Federal Amerika Serikat. Dokumen-dokumen dimaksud melingkupi email dan bermacam dokumen elektronik.  
 
Beberapa waktu lalu, dalam kelanjutan perkara Garnet Investment melawan BNP Paribas yang melibatkan duit Tommy Soeharto sebesar $AS30 juta, Hakim pengadilan Guernsey (daerah administrasi Inggris) memerintahkan penyingkapan (disclosure) dokumen-dokumen Garnet soal transaksi, aset, dan nilainya. Salah Perintah dalam wujud putusan sela tersebut merupakan buah dari intervensi Permintah Indonesia dalam perkara ini.
 
Dari penelusuran hukumonline, terungkap bahwa sejak 2002 telah terjadi perubahan hukum acara perdata Belanda. Aturan baru yang kini berlaku memberi hakim peran aktif dalam pencarian fakta dan kebenaran, jadi tak lagi hanya berpangku tangan dan menunggu ‘aksi’ pihak berperkara. Berdasarkan aturan tersebut, Hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menyediakan dokumen, dan meminta saksi didatangkan ke persidangan. Pihak berperkara lebih dimungkinkan untuk meminta dokumen, foto, video dan file komputer dalam setiap tingkatan prosedur. 
 
Indonesia 
Kewenangan hakim menyingkap dokumen belum dijamin oleh hukum acara perdata kita. Hanya dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan perkara pidana saja hakim dapat memerintahkan penyingkapan dokumen atau mendatangkan saksi. Di Pengadilan TUN misalnya, Pasal 85 dan 86 UU Peradilan TUN menyatakan hakim dapat meminta pejabat TUN untuk menyingkap dokumen. Hakim dapat pula memanggil saksi untuk dimintai keterangan atas permohonan salah satu pihak, atau inisiatifnya sendiri. Pasal 85 menyebutkan “untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
 
Sedangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita (UU 8/1981-KUHAP), Pasal 180 menyatakan hakim ketua sidang juga dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, bila hal tersebut diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan,.
 
Dalam perkara perdata, selama ini Hakim di Indonesia bak ‘terkungkung’ Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement)-Hukum Acara Perdata- yang berbunyi “siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan”, serta konsep kedudukan sama (equal) para pihak dimuka pengadilan. Asas yang menyatakan bahwa hakim harus bersikap pasif dalam perkara juga turut menunjang ‘diamnya’ hakim.
 
Hakim PN Jakarta Pusat Heru Pramono beranggapan alasan hakim tidak pernah memerintahkan pembukaan ialah karena tidak ada aturan tentang itu. Heru menyatakan prinsipnya Hakim tetap berpegang pada 163 HIR, Siapa yang mendalilkan dibebani pembuktian. 
 
“Selama tidak diatur hukum acara atau tidak ada aturan yang membolehkan itu merupakan pelanggaran hukum acara. Seandainya hakim melanggar hukum acara pihak yang dikalahkan dapat mengajukan hal tersebut sebagai alasan untuk melakukan upaya hukum” ujar pria yang juga menjabat sebagai Humas Pengadilan.
 

Meski begitu, menurut Heru ada dokumen tertentu yang dapat diminta pembukaannya. Dokumen termaksud seperti bundel di notaris, warkat di Badan pertanahan Nasional dan akta catatan sipil. “Tapi untuk membuka dokumen lawan saya belum pernah. Kecuali telah ada aturan yang membolehkan.” ujarnya 
 
Sebetulnya kemungkinan bagi hakim mengeluarkan perintah penyingkapan dalam perkara perdata belum tertutup. Untuk dasar penyingkapan, menurut Yoni hakim dapat saja menggunakan prinsip a contrario, (selama tidak dilarang, berarti dapat digunakan. “Hakim boleh saja (menggunakan-red), belum pernah terjadi, tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba” ujarnya. Menurutnya ini juga sesuatu yang baik.
 
Mantan Hakim Agung Yahya Harahap juga berpendapat Hakim dapat memaksa para pihak untuk menyingkap dokumen tersebut. “Apalagi bila hakim perlu mengetahui isi dokumen” ujarnya. Catatannya, dokumen itu hanya akan digunakan untuk kepentingan perkara tersebut. 
 
Selain itu Yahya berpandangan, penyingkapan dokumen dapat dikembangkan seperti hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur hukum acara perdata, tetapi terlaksana dalam praktek. Yahya menyarankan para pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan permohonan penyingkapan dokumen dalam gugatan provisionilnya. 
 
Praktisi hukum Todung Mulya Lubis juga mendukung ide ini, karena ia menganggap persoalan beban pembuktian tidak melulu kepentingan dari dan terletak pada penggugat. “Sebetulnya ada konvergensi antara penggugat dan tergugat dalam pembuktian” ujar Todung memberi alasan.
 
Soal pelaksanaannya, Todung skeptis hakim dengan diskresinya sendiri akan membuat terobosan dengan memberi perintah penyingkapan dokumen. Menurutnya, akan lebih baik bila dibuat aturan dari pucuk tertinggi lembaga yudikatif. Lebih lanjut kata Todung, format aturan ini dapat berbentuk Surat Edaran maupun Peraturan Mahkamah Agung, yang mewajibkan hakim meminta dokumen dibuka apabila dapat menjadikan terang suatu perkara.    
 
Perselisihan Hubungan Industrial
Sebenarnya telah ada terobosan peningkapan dokumen dari lembaga legislatif, dalam penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha. Karena sifat Pengadilan Hubungan Industrial semi perdata, hukum acara yang dipakai menyelesaikan perselisihan ini ialah UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Lex specialis dan hukum acara perdata. 
 
UU ini memberi hak kepada hakim untuk mendatangkan saksi serta menyingkap dokumen. Kewenangan ‘penyingkapan’ ini tertera dalam Pasal 91. Tidak main-main, pihak yang menolak perintah dari hakim dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 91 ayat (1) menyebutkan “barangsiapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan”. Namun, ayat (2) pasal ini mewajibkan hakim untuk merahasiakan semua keterangan yang dia minta.  
 
Menurut Heru yang juga hakim PHI, Pasal tersebut ada untuk membantu buruh yang tidak punya akses terhadap dokumen, serta meminta keterangan pihak perusahaan. Misalnya, buruh kadang tidak dikasih kontrak, dan pengusaha tidak mau membuka dokumen. Heru menyatakan karena ada aturan yang membolehkan, maka ada dasar hukum bagi hakim. 
 
Meski begitu, dari catatan hukumonline pasal ini belum pernah dipakai oleh hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Saat dikonfirmasi Heru mengakui dalam praktek ‘permintaan keterangan’ jarang dilakukan, melainkan dalam hal tertentu saja. Ia juga tidak ingat dalam perkara mana saja dia pernah memerintahkan. “Normalnya ya 163 HIR,” ujarnya. Bisa jadi gara-gara pasal itulah, Heru pernah menolak permintaan penggugat agar saksi dari pihak tergugat dihadirkan ke persidangan. (KML)
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17225&cl=Berita

Semburan Lumpur Bukan Dipicu Gempa Bumi
[23/7/07]

Selain magnitude-nya tidak cukup kuat, jarak antara pusat gempa di Yogyakarta dengan pusat semburan lumpur juga terlalu jauh. Semburan lumpur bisa diantisipasi jika selubung besi dipasang sesuai aturan.
Tak cukup hanya mengajukan surat terbuka yang diajukan ahli geologi Prof. Dr. P. Koesoemadinata sebagai bukti di persidangan, Tim Advokasi Korban Lumpur Sidaoarjo pun akhirnya menghadirkan sang pembuat surat ke pengadilan perkara  dalam gugatannya terhadap pemerintah dan PT Lapindo Brantas.
 
Bersama tiga orang saksi ahli lainnya, yakni ahli geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB)   Ir. Sri  Widiyantoro, ahli perminyakan ITB Ir. Rudi Rubiandini dan pengamat perminyakan Dr. Kurtubi, Koesoemadinata memberikan kesaksian yang digelar di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 23/07. 
 
Dalam kesaksiannya, baik Koesomadinata, Widiyantoro dan Rudi menegaskan bahwa pemicu terjadinya semburan lumpur Sidoarjo bukan berasal dari gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta, 28 Mei 2006 silam. 
 
Pasalnya, selain kekuatan alias magnitude-nya tidak cukup kuat, jarak antara pusat gempa di Yogyakarta dengan pusat semburan lumpur juga sangat jauh atau berada di luar radius yang dapat dicapai. 
 
Menurut Widiyantoro, berdasarkan catatan United States Geological Survey (USGS), kekuatan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta 2006 silam adalah sebesar 6,3 magnitudo (ukuran energi yang dilepas waktu terjadinya gempa terjadi-red). “Kekuatan ini serupa dengan kekuatan bom nuklir yang terjadi di Hiroshima-Jepang tahun 1945 silam,” jelas Widiyantoro. 
 
Dengan kekuatan sebesar itu, lanjut Widiyantoro, radius paling jauh yang akan terkena efek semburan lumpur (mud volcano eruption) adalah 100 km. “Sedangkan, jarak pusat gempa Yogya dengan semburan lumpur Sidoarjo adalah 257 km,” tambahnya.
 
Karena itu menurut Widiantoro, adalah terlalu lemah jika mengatakan gempa bumi sebagai pemicu terjadinya semburan lumpur. “Energinya kurang kuat dan jaraknya pun terlalu jauh,” tegas Widiantoro. 
 
Pendapat ini juga dipertegas lagi oleh Koesoemadinata. Menurutnya, semburan lumpur justru dipicu dari kebocoran reservoir karena adanya total lost yang disusul dengan kick.  
 
“Semestinya, lumpur yang dimasukkan dalam lubang bor kembali lagi ke atas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lumpur yang dimasukkan justru hilang dan terserap dalam reservoir bertekanan tinggi, yang disusul dengan kick atau semburan air bertekanan tinggi yang naik ke permukaan melalui lubang bor yang tidak diselubungi lubang besi (casing),” jelasnya. 
 
Selubung besi 
Lebih lanjut ia menambahkan, kalaupun total lost dan kick terjadi, hal itu bisa ditangani dengan memasang selubung lubang besi (casing). Sayangnya, menurut Koesoemadinata yang juga diamini Rudi, dalam pemboran kali ini, Lapindo tidak memasang selubung lubang besi secara utuh.
 
“Dari pemboran yang dilakukan hingga kedalaman 9.297 kaki, selubung lubang besi hanya dipakai hingga kedalaman 2.500 kaki,” terang Koesoemadinata. Karena itu tak heran jika kemudian air dengan kekuatan  mencapai 7.000 psi mendorong ke atas dan menyebabkan terjadinya semburan lumpur.
 
Serupa dengan penuturannya dalam video yang juga diajukan sebagai bukti di persidangan beberapa waktu lalu, Rudi pun kembali menegaskan bahwa semburan lumpur bisa diantisipasi jika selubung besi dipasang sesuai aturan.  
 
“Pemboran bisa berlangsung aman-aman saja kalau casing dipasang dengan baik, sesuai peraturan,” jelas ahli yang juga sempat menjadi narasumber dan penasehat Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini.
 
Surat terbuka
Seperti diketahui pada persidangan sebelumnya Tim Advokasi dari YLBHI juga telah mengajukan sejumlah bukti tertulis di persidangan. Satu diantaranya adalah surat terbuka yang dibuat Koesoemadinata yang berisi keprihatinannya terhadap penyelenggaran workshop mengenai lumpur Sidoarjo yang diselenggarakan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pada Februari 2007 silam. 
 
“Ini menyangkut etika ilmiah dan moralitas dari profesi,” ujar mantan ketua IAGI tahun 1970-an ini. Menurutnya, selain pelaksanaanya disponsori Lapindo, pembicara dalam seminar itu juga dimonopoli satu pihak. 
 
Tak hanya itu, penyusunan workshop juga dinilainya tidak dilakukan dengan hati-hati dan mengabaikan sejumlah fakta penting.
(CRN)
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17484&cl=Berita

Konsep Strict Liability Dapat Diterapkan dalam Perkara Lapindo
[30/8/07]

Pertanyaan tergugat: apakah gugatan dari LSM bisa dilakukan dengan konsep PMH. Lantas, apa beda PMH dengan strict liability.
Kasus Lapindo sangat mungkin digugat menggunakan konsep tanggung jawab mutlak atau strict liability. Berdasarkan konsep ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar bagi lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya atau beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Konsekwensinya, perusahaan tadi membayar ganti rugi secara langsung dan seketika terjadinya pencemaran. 
 
Pandangan itu disampaikan Mas Achmad Santosa saat tampil sebagai ahli dalam sidang lanjutan  perkara perdata antara Walhi melawan Lapindo dkk di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (29/8). Selain Mas Achmad Sentosa, Walhi juga mengajukan ahli Daru Setyorini. 
 
Mas Achmad Sentosa, pengamat hukum yang mantan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menegaskan kerusakan lingkungan akibat lumpur panas Lapindo memungkinkan digugat dengan konsep stricit liability. “Strict liability atau liability without fault diatur dalam Pasal 35 UU Lingkungan Hidup,” terang Ota, panggilan akrab Mas Achmad Santosa. 
 
Menurut salah satu perumus UU No. 23 Tahun 1997 ini, ketentuan strict liability belum tentu bisa diterapkan dalam semua kasus lingkungan. Konsep itu mungkin dipakai hanya dalam perkara yang menyebabkan dampak besar dan penting bagi lingkungan, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan atau yang menghasilkan B3.
 
Persoalan akan muncul ketika terjadi perbedaan penafsiran atas frase dampak besar dan penting bagi lingkungan. Namun begitu, Ota menjelaskan bahwa kesimpangsiuran interpretasi dapat diminimalisasi jika mengacu pada ketentuan hukum yang lebih teknis. “Di dalam penjelasan Pasal 35 memang tidak diuraikan lebih rinci mengenai apa itu dampak besar dan penting. Namun sebenarnya dapat dapat dilihat kriterianya di dalam Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, red) dan keputusan menteri lainnya,” tutur Ota. 
 
Penjelasan Pasal 15 UU Lingkungan Hidup 1997 sebenarnya sudah menguraikan parameter yang dipakai.
 
	Penjelasan Pasal 15 UU LH
Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:
a.             besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b.             luas wilayah penyebaran dampak;
c.             intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d.             banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e.             sifat kumulatif dampak;
f.              berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.


 
Merasa tersentil atas uraian Ota, pengacara pihak tergugat lantas mengajukan beberapa pertanyaan yang antara lain mempertanyakan mengenai perbedaan antara gugatan yang dilayangkan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) dengan strict liability. 
 
Dengan lugas Ota menjawab, jika dalam gugatan PMH, semua unsur seperti kesalahan, kerugian dan kausalitas alias hubungan sebab akibat, harus dibuktikan oleh penggugat. “Maka dalam strict liability, penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan si tergugat. Namun bukan berarti penggugat tidak memiliki beban pembuktian. Penggugat tetap harus membuktikan unsur kerugian dan kausalitas itu,” jelasnya.
 
Ketika dicecar lagi mengenai apakah gugatan LSM yang mewakili kepentingan lingkungan dapat digunakan dengan konsep PMH. Ota dengan enteng menjawab, “Lihat juga pasal 34 UU Lingkungan Hidup yang disitu mengatur konsep pertanggungjawaban atas dasar liability based on fault. Artinya hampir mirip dengan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang juga mensyaratkan agar unsur kesalahan harus tetap dibuktikan oleh penggugat,” Ota menambahkan.
 
Lebih jauh Ota mengatakan, sangat dimungkinkan bagi LSM untuk mengajukan gugatan dengan dasar PMH meskipun di saat persidangan, untuk masalah pembuktian dilangsungkan dengan mekanisme strict liability. “Tapi saya tekankan sekali lagi, strict liability tidak identik dengan pembuktian terbalik. Penggugat tetap harus membuktikan adanya kerugian dan kausalitas,” Ota mengingatkan.
 
Sementara bagi pihak tergugat, masih menurut Ota, cukup membuktikan di dalam persidangan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukannya. “Tergugat harus membuktikan, kalau kesalahan itu dilakukan oleh pihak lain atau bahkan oleh penggugat sendiri. Selain itu, tergugat juga harus membuktikan jika kemungkinan adanya bencana alam yang mengakibatkan pencemaran lingkungan itu,” pungkasnya.
 
Pada sidang yang sama, Koordinator Riset dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, Daru Setyorini, memaparkan hasil risetnya yang menunjukkan bahwa pengaliran lumpur panas sidoarjo ke kali Porong mengakibatkan rusaknya ekosistem di daerah tersebut. “Yang paling mudah diteliti adalah ketika fitoplankton yang terdapat di dalam kali Porong menjadi musnah karena adanya lumpur. Padahal  fitoplankton ini menjadi komponen penting dan mendasar dalam satu sistem rantai makanan di dalam ekosistem tersebut,” jelas pakar ekologi ini.
 
Sebagaimana diketahui, pertengahan Januari lalu, Walhi mengajukan gugatan seputar rusaknya kondisi lingkungan Porong, Sidoarjo Jawa Timur akibat semburan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas. Dalam gugatan beregister 284/Pdt.G/2007/PN Jaksel itu, Walhi menyeret 12 pihak sebagai tergugat. Enam tergugat pertama adalah pihak swasta PT Lapindo Brantas Inc (Lapindo), PT Energi Mega Persada Tbk, Kalila Energy Ltd, Pan Asia Entreprise, PT Medco Energy Tbk dan Santos Asia Pacific Pty Ltd.
Sementara 6 tergugat berikutnya adalah pihak pemerintah, berturut-turut Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi Sumber Daya Manusia, BP Migas, Meneg Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Sidang yang dipimpin oleh hakim Wahjono ini ditunda hingga sepekan mendatang. 
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17543&cl=Berita
YLBHI Menilai Dokumen Ganti Rugi Cacat Hukum 
Kasus Lapindo 
[7/9/07]

Gugatan wanprestasi bisa diajukan seandainya Lapindo mengingkari janji-janjinya.
Belum semua warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo mendapatkan gunti rugi dari Lapindo Brantas Inc. Besarnya ganti rugi itu ialah 20 persen dari total tanah dan bangunan. 80 persen sisanya akan dilunasi sebulan sebelum masa kontrak rumah habis.
 
Hasyim Ahmad mengungkapkan hal itu dalam sidang lanjutan kasus Lapindo di PN Jakarta Pusat, Kamis (6/9). Bertindak sebagai penggugat adalah Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Panas Sidoarjo yang dimotori YLBHI. Sedangkan yang menjadi tergugat adalah Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BP Migas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, serta Lapindo Brantas Inc. (Lapindo) sebagai turut tergugat.
 
Selaku saksi fakta, warga Kedungbendo Tanggulangin Sidoarjo ini juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan ganti rugi, warga diminta menunjukkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atau bangunan. Setelah melengkapi dokumen, warga berhak menandatangani sebuah akta yang disediakan Lapindo. “Saya tidak yakin pemberian ganti rugi itu sudah selesai. Mestinya tanggal 31 Agustus ini sudah,” tandas Hasyim, yang dihadirkan ke persidangan oleh tergugat. “Tidak semua warga setuju. Ada yang minta ganti rugi minimal 50 persen”.
 
Per meter per segi, Lapindo menghargai tanah warga sebesar Rp1 juta dan bangunan Rp1,5 juta. Dengan begitu, warga mengantungi Rp2,5 juta untuk tanah dan bangunan seluas satu meter per segi. Sementara untuk sawah, Lapindo menghargainya Rp120 ribu per meter per segi. Harga tanah sebelum tragedi meluapnya lumpur, menurut Hasyim, sekitar Rp250 ribu per meter persegi.
 
Pengasuh pondok pesantren ini menambahkan, ia dan sebagian besar warga di sana juga mendapat jaminan hidup sebesar Rp300 ribu per bulan yang dikirim melalui rekening bank. “Itu untuk satu kepala keluarga. Ada yang diberi sampai sembilan bulan. Tapi saya hanya diberi selama enam bulan. Sekarang  memasuki bulan keenam,” tutur pemilik 12 anak ini.
 
Kepada majelis hakim yang diketuai Moefri, Hasyim menunjukkan sebuah kartu. Kartu berwarna hijau seukuran kartu nama itu biasa disebut kartu jadup—singkatan dari jaminan hidup. Warga yang memegang kartu itulah yang mendapat jaminan hidup dari Lapindo, setidaknya enam bulan, setelah tidak lagi hidup di penampungan. “Warga yang mau menerima ganti rugi pasti dapat kartu jaduk,” ujar Hasyim.
 
Hasyim sempat dua bulan berada di penampungan, ketika tempat tinggalnya diserbu lumpur tak lama setelah tragedi Lapindo muncul pada 29 Mei 2006. Sekarang ia dan keluarganya tinggal di kontrakan. Selama di penampungan, ia melihat banyak makanan basi disedikan untuk pengungsi. Tak hanya mengalami sakit fisik, sebagian warga juga mengalami stres.
 
Jual Beli
Hasyim tak memberi jawaban yang tegas saat ditanya Taufik Basari dari YLBHI mengenai dokumen ganti rugi. “Saya tidak tahu apakah itu perjanjian jual beli atau apa. Saya tanda tangan di hadapan notaris dari PT Minarak,” kata Hasyim. PT Minarak Lapindo Jaya merupakan perusahaan yang diberi mandat untuk mengurusi ganti rugi ini.
 
Saksi lainnya, Muzayyin Rafiq, memberikan pernyataan yang lebih tegas. Ia mengaku melihat dokumen yang ditandatanganinya itu merupakan akta jual beli. Namun demikian, baik Hasyim maupun Muzayyin menyatakan, warga tak mendapat salinan dokumen itu. Warga hanya diberi semacam tanda terima.
 
Hal ini menjadi perhatian serius Taufik. “Surat perjanjian itu bisa dikatakan cacat hukum, karena korban tidak tahu hak dan kewajibannya,“ ujar  Taufik saat rehat sidang.
 
Sebenarnya, lanjut Taufik, yang ditandatangani warga adalah perjanjian jual beli. Karena jual beli, mestinya warga diberi hak untuk negosiasi. Faktanya, yang menentukan besarnya nilai jual beli adalah pihak Lapindo. Di samping itu, yang 'dibeli' Lapindo hanya tanah dan bangunan, padahal kerugian warga mencakup banyak hal. Karena itu, Taufik tak sepakat jika pemberian ganti rugi itu dilakukan dengan cara jual beli.
 
Sementara itu, pengacara Lapindo, Ahmad Muthosin, mengaku tak tahu persis dokumen apa yang disodorkan Lapindo kepada warga. “Kami belum tahu. Data-data itu masih dipegang notaris PT Minarak,” ujarnya. Yang jelas, imbuhnya, berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007 warga berhak mendapatkan ganti rugi.
 
Sejauh ini, YLBHI selaku penggugat juga belum mendapatkan data yang valid soal pemberian ganti rugi. “BPLS (Badang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) yang pegang dokumen,” tandas Taufik. Selain perjanjian jual beli, Taufik menyatakan Lapindo beberapa kali membuat perjanjian dengan warga. Bahkan banyak di antar perjanjian itu yang diingkari Lapindo. “Mungkin saja nanti kami mengajukan gugatan wanprestasi atas perjanjian-perjanjian itu,” ungkap Taufik. Sidang kasus ini akan dilanjutkan dua pekan mendatang. Para tergugat masih akan mengajukan saksi. Secara keseluruhan, tergugat berencana menghadirkan tujuh saksi.
(Her)
sumber: 
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